
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN 

NO 12 TAHUN 2000 

 

TENTANG  

 

RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI ATAS AIR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI SRAGEN 

 

Menimbang : a.      bahwa retribusi penyeberangan di atas air sebagaiman diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1/Pr/1953 tentang 

Pengusahaan Perahu Penambangan di Dalam Daerah Kabupaten Sragen 

yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 8 Tahun 1986 sudah tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan pemerintahan, sosial dan ekonomi 

serta dalam rangka meningkatkan salah satu sumber pendapatan asli 

daerah perlu ditinjau kembali dan disusun Peraturan Daerah yang baru;      

b.     bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diatur dengan 

Peraturan Daerah. 

 

Mengingat : 1.     Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 

(Diundangkan Pada Tanggal 8 Agustus 1950); 

2.     Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 

3.     Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3688) jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);   

4.     Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah    

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

5.     Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3258); 

6.     Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retibusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682); 

7.     Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 

tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen ( Lembaran Daerah 

Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 04). 



  

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN 

  

MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG  

RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI ATAS AIR 

 

  

BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Daerah adalah Kabupaten Sragen; 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen; 

c. Bupati adalah Bupati Sragen; 

d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, badan usah milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk 

apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang 

sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;   

e. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikamati oleh orang pribadi atau badan; 

f. Retribusi Penyeberangan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah retribusi sebagai 

pembayaran atas pembayaran penyeberangan orang, hewan, atau barang dengan 

menggunakan sarana penyeberangan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah atau pihak lain atas kerjasama dengan Pemerintah Daerah; 

g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan 

Perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 

h. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan memgelola 

data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban 

Retribusi  Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah; 

i. Penyelidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang 

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negari Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk 

mencari atau mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 

dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 

BAB II 

 

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI 

 

Pasal 2 

 

Dengan nama Retribusi Penyeberangan Di Atas Air, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas 

pelayanan penyeberangan di atas air kepada orang pribadi.  

     

Pasal 3 

 

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyeberangan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola 

oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain atas kerjasama dengan Pemerintah Daerah.   

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah perseorangan atau badan 

yang mendapatkan izin pengelolaan dari Bupati. 



(3)  Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh 

Bupati.  

 

Pasal 4 

 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan penyeberangan di atas air.  

 

BAB III 

 

GOLONGAN RETRIBUSI 

    

Pasal 5 

 

Retribusi Penyeberangan Di Atas Air, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha 

 

 

BAB IV 

 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 

Pasal 6 

 

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan atas pemanfaatan pelayanan penyeberangan di atas 

air. 

 

BAB V 

 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

 

Pasal 7 

 

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif  Retribusi didasarkan pada 

tujuan untuk memberikan pelayanan dalam rangka memperlancar transportasi dengan tetap 

memperhatikan biaya penyelenggaran pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan; 

 

BAB VI 

 

SRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 

Pasal 8 

 

(1) Struktur Tarif  Retribusi digolongkan berdasarkan jenis sarana penyeberangan di atas air 

(2)  Besarnya tarif retribusi didasarkan atas tarif pelayanan sejenis di wilayah   

        daerah    atau sekitarnya. 

(3) Dalam hal tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, sulit ditemukan,   

        tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang  

        wajar dan realistis, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. 

(4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) 

       pasal ini, ditentukan sebagai berikut : 

 

NO URAIAN SATUAN TARIF 

1 2 3 4 



 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

HARIAN 

 

Seorang dewasa 

Seorang anak  

Sebuah sepeda motor dengan 

pengendaranya 

Sebuah becak dengan 

pengendaranya 

Sebuah sepeda dengan 

pengendaranya 

Seekor hewan besar 

Seekor hewan kecil 

Barang 

Seorang dengan gendongannya 

Seorang dengan pikul barang 

Sebuah gerobak/songkro 

 

BERLANGGANAN 

 

Seorang dewasa 

Seorang anak  

Sebuah sepeda motor dengan 

pengendaranya 

Sebuah sepeda dengan 

pengendaranya 

 

 

 

 

orang 

orang 

buah 

 

buah 

 

buah 

 

ekor 

ekor 

kuintal 

- 

- 

- 

 

 

 

Orang/bln 

Orang/bln 

Buah/bln 

 

Buah/bln 

 

 

Rp 300,00 

Rp 150,00 

Rp 500,00 

 

Rp 400,00 

 

Rp 400,00 

 

Rp 1.000,00 

Rp 500,00 

Rp 400,00 

Rp 400,00 

Rp 500,00 

Rp 200,00 

 

 

 

Rp 6.000,00 

Rp 3.000,00 

Rp 10.000,00 

 

Rp 8.000,00 

 

 

BAB VII 

 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

 

Pasal 9 

 

Retribusi terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyeberangan di daerah alliran 

Sungai Bengawan Solo. 

 

BAB VIII 

 

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

 

Pasal 10 

 

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali penyebrangan.  

   

Pasal 11 

 

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat subyek retribusi memperoleh pelayanan/jasa 

penyebrangan. 

 

BAB IX 

 

PENETAPAN RETRIBUSI 

 

Pasal 12 

 



(1) Retribusi Terutang ditetapkan dalam bentuk benda berharga/karcis atau dokumen lain yang 

dipersamakan; 

(2) Bentuk, isi serta ukuran benda berharga/karcis atau dokumen lain yang dipersamakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati. 

 

 

BAB X 

 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

 

Pasal 13 

 

(1) Pemungutan Retribusi dipungut langsung kepada wajib retribusi; 

(2)  Retribusi dipungut dengan menggunakan sarana benda berharga/karcis atau dokumen lain 

yang dipersamakan;  

(3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetor ke Kas 

Daerah; 

 

BAB XI 

 

TATA CARA PEMBAYARAN 

 

Pasal 14 

 

(1)  Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka; 

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati. 

 

BAB XII 

 

TATA CARA PENAGIHAN 

 

Pasal 15 

 

(1) Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan 

retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran; 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis 

disampaikan , Wajib Retribusi harus melunasi reribusi yang terhutang; 

(3) Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, 

dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk 

 

Pasal 16 

 

 Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh 

Bupati. 

 

BAB XIII 

 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

 

Pasal 17 

 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; 

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan pada 

saat pengangkutan korban bencana alam; 

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. 

 



BAB XIV 

 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 18 

 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan 

daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 

(empat) kali jumlah retribusi terutang; 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. 

 

BAB XV 

 

PENYIDIKAN 

 

Pasal 19 

 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 

khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan 

Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 

dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut 

menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang 

kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah 

tersebut; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan 

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan 

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,  pencatatan, dan 

dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 

dibidang Retribusi Daerah; 

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau melarang 

seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 

dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada 

huruf e pasal ini; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;   

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

j. menghentikan penyidikan; 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang 

Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana. 

 

BAB XVI 

 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 20 

 



Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis 

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

 

Pasal 21 

 

Pada saat Peraturan Daerah Kabupaten Sragen ini, dinyatakan tidak berlaku lagi : 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1/Pr/1953 tentang Mengusahakan Perahu 

Tambangan di Daerah Kabupaten Sragen yang disahkan oleh Dewan Pemerintahan Daerah 

Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 1 September 1953 Nomor U.56/2/10 

dan diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal  10 Oktober 1953, 

Tambahan Seri C Nomor 19; 

b. Peraturan Daerah Daerah Swantantra Tingkat ke II Sragen Nomor 04/Pr/1959 tentang 

Mengubah Kedua Kali Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Mengusahakan Perahu 

Tambangan, yang disahkan oleh Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan 

Surat Keputusan tanggal 19 Januari 1960 Nomor H.56/1/5 dan diundangkan dalam Lembaran 

Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal  20 Mei 1960 (Tambahan Seri C Nr.12); 

c. Peraturan Daerah Daerah Tingkat ke II Sragen Nomor 011/Pr/1963 tentang Mengubah untuk 

yang Ketiga Kali Peraturan Daerah tentang Mengusahakan Perahu Tambangan di dalam 

Daerah Kabupaten Sragen, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan 

Surat Keputusan tanggal 5 Desember 1965 Nomor HB.17/2/11 dan diundangkan dalam 

Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 1965 (Tambahan Seri C No.81); 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 tahun 1971 tentang Mengubah untuk Keempat 

Kali Peraturan Daerah tentang Mengusahakan Perahu Tambangan di dalam Daerah 

Kabupaten Sragen, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan Surat 

Keputusan tanggal 14 Oktober 1971 Nomor G.7/78/4 dan diundangkan dalam Lembaran 

Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 1971 (Tambahan Seri C No.211); 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ke II Sragen Nomor 7 Tahun 1982  tentang 

Mengubah untuk yang Kelima Kali Peraturan Daerah tentang Mengusahakan Perahu 

Tambangan di dalam Daerah Kabupaten Sragen, yang disahkan dengan Surat Keputusan 

Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 188.3/20/1983 dan 

diundangkan pada tanggal 26 Maret 1983 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Sragen Nomor 3 Seri B No.01; 

f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ke II Sragen Nomor 8 Tahun 1986  tentang 

Perubahan Keenam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1/Pr/1953 tentang 

Mengusahakan Perahu Tambangan di dalam Daerah Kabupaten Sragen, yang disahkan 

dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 

188.3/153/Tahun 1986 tanggal 8 Juli 1986 dan diundangkan pada dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1986 tanggal 26 Juli 1986 Seri B 

No.03. 

 

Pasal 22 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

   

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten  Sragen 

             

Disahkan di Sragen          

pada tanggal 12 Juli 2001 

 

BUPATI SRAGEN  

 

Cap t.t.d      

 

UNTUNG WIYONO 

 

Diundangkan di Sragen  



Pada tanggal 13 Juli 2001 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2001 NOMOR 24 SERI B NOMOR 

04 

       

 

 

 

 

 

 


